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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting

dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah

konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa

perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara

PTUN dan MK sudah dibedakan secara tegas dalam Pemilukada. PTUN untuk menangani perselisihan

administrasi Pemilukada dan MK untuk menangani perselisihan hasil Pemilukada. Namun, kedua putusan di

lembaga pengadilan yang berbeda tersebut juga bisa memberikan implikasi hukum yang berbeda terhadap

legalitas pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Penelitian ini merupakan

penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Secara teoritis,

apabila melihat prinsip kekuatan hukum yang mengikat erga omnes, baik putusan PTUN yang berkekuatan

hukum tetap maupun MK sama-sama memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Problem yang muncul

adalah KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagai pejabat yang wajib untuk selalu melaksanakan

putusan pengadilan berada dalam dilema yuridis untuk melaksanakan putusan antara putusan PTUN yang

berkekuatan hukum tetap dan MK yang memiliki implikasi hukum yang berbeda. Di sisi yang lain, baik

putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maupun MK memiliki kendala dalam penerapannya apabila

terkait dengan proses Pemilukada baik itu diakibatkan oleh kultur hukum, kendala teknis, posibilitas konflik

sosial yang ditimbulkan, dan sebagainya. Perbedaan implikasi putusan antara PTUN yang berkekuatan

hukum tetap dan MK diakibatkan oleh tidak adanya batasan waktu penanganan perselisihan administrasi dan

tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepemiluan. Hal ini

mencerminkan politik hukum terkait dengan pengaturan pengisian posisi jabatan pasangan Kepala daerah

dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya setiap periode selalu harus ada perbaikan dan evaluasi.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

State Administrative Court (PTUN) and the Constitutional Court ( MK ) has an important role in law

enforcement in Indonesia and constitutional duties equally. One of the constitutional mandate of the

Administrative Court and the Constitutional Court is equally into the courts in examining the disputes that

arise in the General Election of Regional Head (Pemilukada) process. Authority between the Administrative

Court and the Court has explicitly distinguished in the General Election. The Administrative Court to handle

administrative disputes and the Constitutional Court to handle election result disputes. However, two
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decisions on different courts could also provide different legal implications of the legality the chosen of

Regional Head and Deputy Head. This study is a juridical-normative research using qualitative methods of

data analysis. Theoretically, based on principle legally enforceable erga omnes, the decision of the

permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court has the same binding legal force.

The problem is KPU/ KPU Province/Regency/City (election commission) as officials are obliged to execute

court decisions are always in a dilemma between the judicial decision to execute the decision of the

permanent legal binding Administrative Court or the Constitutional Court which has different legal

implications. On the other hand, the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the

Constitutional Court has disadvantages in its application if either linked to Election process was caused by

the legal culture, technical constraints, posed for the possibility of social conflict, etc. The difference

between the implications of the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the

Constitutional Court due to the absence of a time limit and has a problem about the harmony of electoral

legislation. This reflects the ‘politics of law’ related to the charging arrangements positions of Regional

Head and Deputy Head that always should be improvements and evaluation periodically.


